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PEMILIHAN UMUM DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 

2024 (STUDI DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA 

SURABAYA) 

 

ABSTRAK 

Pemilihan umum merupakan mekanisme konstitusional yang dilaksanakan 

setiap lima tahun untuk memilih wakil rakyat, termasuk anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Salah satu 

tantangan utama dalam penyelenggaraan pemilihan umum adalah praktik politik 

uang, yang dikategorikan sebagai tindak pidana pemilihan umum. Penelitian ini 

mengangkat permasalahan mengenai klasifikasi dan penegakan hukum terhadap 

tindak pidana politik uang pada pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah tahun 2024 di Kota Surabaya. Menggunakan metode penelitian hukum 

empiris dan teori penegakan hukum, penelitian ini mengkaji das sollen dan das sein 

dalam penanganan kasus oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik uang terjadi pada tiga tahapan: masa 

kampanye, masa tenang, dan hari pemungutan suara, dengan total lima laporan 

yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya. Seluruh 

laporan tersebut dihentikan dengan alasan tidak terpenuhinya unsur subjek hukum, 

perbuatan, dan tujuan, serta ketidakjelasan identitas pelaku. Penegakan hukum 

dilakukan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum 

Nomor 3 Tahun 2023, dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 

Tahun 2022. Kendala utama dalam penegakan hukum meliputi lima faktor: hukum, 

aparat penegak hukum, sarana prasarana, masyarakat, dan budaya. Penelitian ini 

merekomendasikan edukasi terkait peningkatan kualitas laporan, penguatan 

pengawasan dan pencegahan, dan perbaikan sistem rekrutmen sumber daya 

manusia berbasis kompetensi. 

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Politik Uang, Pemilhan Umum, Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya 
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ABSTRACT 

General elections are a constitutional mechanism held every five years to 

elect representatives, including members of the Regional People's Representative 

Council, as regulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and 

Law Number 7 of 2017. One of the main challenges in implementing general 

elections is the practice of money politics, which is categorized as an electoral 

crime. This research addresses the classification and law enforcement of money 

politics crimes in the 2024 Regional People's Representative Council elections in 

Surabaya City. Using empirical legal research methods and the theory of law 

enforcement, this study examines the das sollen and das sein aspects in handling 

cases by the Election Supervisory Body of Surabaya City. The results indicate that 

money politics occurred during three phases: the campaign period, the quiet period, 

and election day, with five reports received by the Election Supervisory Body of 

Surabaya City. All reports were dismissed due to the absence of legal subject 

elements, actions, and intent, as well as the unclear identity of the perpetrators. 

Law enforcement was carried out based on the Criminal Procedure Code, Law 

Number 7 of 2017, Regulation of the Election Supervisory Body Number 3 of 2023, 

and Regulation of the Election Supervisory Body Number 7 of 2022. The main 

obstacles in law enforcement include five factors: legal substance, law enforcement 

officers, infrastructure, society, and culture. This research recommends education 

to improve the quality of reports, strengthen supervision and prevention measures, 

and enhance the recruitment system of human resources based on competence. 

Keywords: Law Enforcement, Money Politics, General Elections, Regional 

People's Representative Council, Election Supervisory Body of Surabaya City. 
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